PRESIDEN .
IEPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG -
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG

UNIT OFGANISASI DAN TUGAS ESELON I

| KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbahg :

“Mengingat

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka ‘mendukung terselenggaranya tertib administrasi
'pemermtahan dan pemngkatan kmerja Kabmet Indonesxa Bersatu
d1pandang perlu mengubah Peraturan Pres1den Nomor 10 Tahun 2005

‘tentang Unit Orgamsa51 dan Tugas Eselon 1 Kementenan Negara' ;

‘ Repubhk Indonesm sebagalmana telah beberapa kah diubah terakhir

dengan Peraturan Prcsmlen Nomor 17 Tahun 2007;

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara_
Repubhk Indone51a Tahun 1945

2. Peraturan Presulen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas Fungsi, Susunan Orgamsam dan Tata Ker]a Kementerian
. _Negard Republik - Indones1a sebagalmana telah beberapa kali
dxubah terakhlr dengan Peraturan Premden Nomor 20 Tahun 2008 -

3. Peraturan Pres1den Nomor 10 Tahun 2005 tentang Umt Orgamsasx ‘

dan- Tugas Eselon 1 Kcmenterlan Negard Repubhk Indonesm ‘

v se._bagalmana, telah. beberapa Kkali diubah terakhir dengan Per,aturan
Preé-idén Nomor 17’".Ta‘hun 2(),07';

“MEMUTUSKAN : ...




Menetapkan :

 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN  PRESIDEN TENTANG ~ PERUBAHAN
KEDELAPAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10

»TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS

ESELON 1 KEMENTERIAN NEGARA ~ REPUBLIK
INDONESIA.

-. 'P#s_al I

Beberapa ketentuan dalam Peratﬁtén‘ Pfcs_id_e_n Nomor 10 _Tabun 2005

‘tentang Unit _Organisasi' ddﬁ.Tugas 'E'sclon' -Iv'»'Kérﬁentériar.l Negara

Republik Indonesia yang telah beb‘erapé kali dlubah dengan Peraturan

Presiden -

a. ‘Nom'or 15 Tahun '2()0‘55'
b. Nomor 63 Tahun 2005,
c. Nomor 80 Tahun 2005 _
d. Nomor 66 Tahun _2006;
e. Nomor 91 Tahun 2006; -
£, ".:Nomo'r? Tahun2007;

g Nomor 17 Tahun 2007

diubah sebagal bcrlkut

: 1. Ketentuan Pasal 9 'diuBah, sehingga bcrbjunyi. sebagai berikut .

“Pasal 9

Deparcemen Luar Negen terdm dan
. a. - Wakil Menteri;

b, Sekretariat ...
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. Ketentuan fdsal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai b_efikut :

)

‘Direktorat J enderal KerJa Sama ASEAN
- Direktorat J enderal Multilateral;

o 1D1rektorat J enderal Informa31 dan Dlploma31 Pubhk -

. Staf Ahli.”

' PRESIDEN.
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal;
Direktorat Jenderal Asia Pasiﬁk dan Affika;

D1rektorat J enderal Amerlka dan Eropa;

; Dxrektorat J enderal Hukum dan Perjanpan Internasmn é.l;

Dlrektorat J enderal Protokol dan Konsuler

Inspektorat J enderal

Badan Pengkaj ian dan Pengembangan Kebljakan

»

“Pasal 10
Wakxl Mcnten mempunyal tugas membantu Menten dalam
memlmpm pelaksanaan tugas Departemen |

Sekretarlat Jenderal mempunyal tugas | melaksanakan

. .koordmam pelaksanaan tugas serta pemblnaan dan pe mbenan

. dukungan admmlstrasx Departemen

- ®

)

’ Dlrektorat J enderal Asia PaSIﬂk dan Afrlka mempun‘yal tugas :
. merumuskan serta melaksanakan kebljakan dan standardlsasr
‘_ tekms di- bldang hubungan dan polmk luar negen untuk
~kawasan Asu Pasxﬁk dan Afrika.

'Dlrektorat Jenderal Amenka dan Eropa mempunyal tugas

e merumuskan seﬁa melaksanakan kebxjakan dan standardisasi

~ kawasan Amerika dan Fropa.

"‘,tekms di bldang hubungan dan pohtlk luar negerx untuk

(5) Direktorat ...
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: Inspektorat J cnderal ?

PRESIDEN ‘
REPUBLIK INDONESIA

Direktdfat J end_e_r'al_.‘ Ketja Sama ASEAN 'vmenipu‘_nyai tugas
ferumuskan serta melaksaﬁakan ’kebijakan dan Standardisas‘i
tekma di bidang hubungan dan polmk luar negen dalam
rangka kerja sama ASEAN

Direktorat ~ Jenderal Multxlateral mempunyai' tugas

‘merumuskan serta melaksanakan kebljakan dan standardlsa31

- teknis di bldang multxlateral

Dlrektorat Jenderal Hukum dan Per_]anjlan Internasmnal‘
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebljakan‘

dan standardlsas1 teknis d1 bldang hukum dan perjanjlan

mternasmnal

Direktorat Jenderal Informasi ‘dan Diplomasi Publik
mempunyai tugas merumuskan' serta“mel'aks‘anakan kébijaka‘n

dan standar(hsam lekms d1 bldang 1nforma31 dan dlplomasL

.pubhk

Direktorat J enderal Protokol dar Konsuler mempunyal tugas
merumuskan serta melaksanakan kebuakan dan standardxsasx

tekms di bldang protokol dan konsuler

Inspektorat Jenderal mempunyal tugas melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lmgkungan

‘Departemen. o

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan rrie‘mpuﬁ'yai
tugas melaksanakan pengkajlan dan pengembangan di bldang

kebu akan luar negen

Staf Ahh mempunya1 tugas memberlkan telaahan kepada

-Menterl Luar Negerl mengena1 masalah tertentu sesua1

bldang keahhannya yang tldak mcnjadl bldang tugas

.Sekretanat Jenderal Dlrektorat Jenderal Badan, dan

Pasal II ...




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal T

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 10 Maret 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
‘ ' ttd. D
'DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO




